MEMERIKSA FENOMENA KENAIKAN HARGA BBM DI KOTA BANDAR LAMPUNG
MELALUI PARADIGMA KEBIJAKAN PUBLIK
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I. Pendahuluan
Sebagaimana diberitakan bahwa kenaikan harga BBM untuk Provinsi Lampung telah ditetapkan Pemerintah pada tanggal 1 September lalu, dengan rincian sebagai berikut:
1. 	Harga pertalite: Rp10.000,00.
2. 	Harga bio solar: Rp6.800,00.
3. 	Harga pertamax: Rp13.600,00.
4. 	Harga pertamax turbo: Rp16.250,00.
5. 	H  arga dexlite: Rp16.700,00.
6. 	Harga pertamina dex: Rp17.250,00
(sumber: www.kompas.com)

Untuk membandingkan harga BBM tersebut, di bawah ini adalah tabel sampel harga BBM untuk mewakili gambaran harga pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2021.

	No.
	Jenis BBM
	Harga (Rp)

	
	
	Oktober 2021
	November 2022
	September 2023

	1.
	Pertalite
	7.850
	10.000
	10.000

	2.
	Bio solar
	-
	6.800
	6.800

	3.
	Pertamax
	9.200
	14.200
	14.200

	4.
	Pertamax turbo
	12.200
	14.600
	14.600

	5.
	Dexlite
	9.700
	18.350
	18.350

	6.
	Pertamina dex
	11.350
	18.950
	18.950


Sumber: www. kompas.com dan www.detik.com

Pada data tersebut, peningkatan harga BBM untuk tiga tahun  terakhir hanya terjadi pada periode Oktober 2021 ke periode November 2022 yang berlaku untuk semua jenis bahan bakar.  Sedangkana pada tabel tersebut tidak nampak adanya kenaikan harga dari periode November 2022 sampai dengan September 2023.

Kenaikan harga BBM jenis nonsubsidi pada September 2023 tersebut merupakan kenaikan dari periode satu bulan sebelumnya, yaitu Agustus 2023. Berikut ini adalah gambaran harganya:

	No.
	Jenis Bahan Bakar
	Harga (Rp)

	
	
	Agustus 2023
	September 2023

	1.
	Pertalite
	10.000
	10.000

	2.
	Bio solar
	6.800
	6.800

	3.
	Pertamax
	12.800
	14.200

	4.
	Pertamax turbo
	14.750
	14.600

	5.
	Dexlite
	14.250
	18.350

	6.
	Pertamina dex
	14.650
	18.950


Sumber: www.kompas.com 

Berdasarkan data dalam tabel di atas, kemudian akan dibuat grafik untuk mengetahui level peningkatan harga.


Peningkatan harga BBM secara signifikan terjadi pada jenis dexlite (28,77%) dan pertamina dex (29,35%), dimana dapat diasumsikan bahwa kedua jenis bahan bakar tersebut merupakan bahan bakar untuk jenis kendaraan dengan harga menengah ke atas atau dimiliki oleh masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas. Sedangkan persentase kenaikan harga jenis pertamax adalah 10,94% dan untuk jenis pertamax turbo justru turun sebesar 1,01%.

2. Fenomena Masyarakat dalam Menghadapi Kenaikan Harga BBM
Berdasarkan pengamatan di kota Bandar Lampung, tidak ada gejolak social seperti antrean di SPBU, panic buying,  atau demonstrasi masyarakat dalam rangka memprotes kebijakan kenaikan harga BBM ini. Kemungkinan hal tersebut dikarenakan kenaikan ini tidak terjadi pada jenis bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah atau bahan bakar bersubsidi. Masyarakat yang menggunakan bahan bakar nonsubsidi mayoritas adalah pengguna kendaraan bermotor beroda empat, yang dapat diasumsikan bahwa secara ekonomi mereka memiliki pendapatan di atas UMR kota Bandar Lampung. Tetapi, hal ini tidak berarti tidak ada keluhan sama sekali mengenai kenaikan ini. Masyarakat kota Bandar Lampung pengguna bahan bakar pertamax misalnya, mengeluhkan kenaikan harga karena akan mempengaruhi ongkos transportasi untuk menunjang mobilitas mereka sehari-hari, baik ke tempat kerja, ke sekolah, ke tempat perbelanjaan, dan lain-lain. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat keterbatasan sarana transportasi umum yang tersedia bagi masyarakat.
Meskipun, kenaikan ini berdampak pada peningkatan pengeluaran rutin keluarga-keluarga di kota Bandar Lampung, mereka menyiasatinya dengan melakukan penghematan pada pos belanja yang lain atau menggunakan jasa transportasi on line.

3. Paradigma Kebijakan Publik
Jika melihat proses pembuatan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut, kita tidak bisa melihat dari satu paradigma saja, karena BBM adalah salah satu sektor yang strategis dan rawan untuk dipolitisasi, oleh karena itu proses pembuatan kebijakan ini sangat kompleks serta melibatkan kepentingan politik dan social yang besar. Paradigma tersebut antara lain:
1. 	Paradigma rasional.
Teori-teori rasionalis berakar pada penerapan rasionalisme dan positivism, bermula dari gagasan untuk mengembangkan secara objektif suatu pengetahuan untuk memperbaiki kondisi manusia. Di dalam paradigma ini masalah-masalah masyarakat harus dipecahkan dengan cara yang ilmiah atau rasional, dengan mengumpulkan seluruh informasi yang relevan dengan masalah dan pemecahan alternatif bagi mereka, kemudian memilih alternatif yang terbaik. 
Dalam hal kenaikan harga BBM, pengambilan kebijakan public melalui paradigma rasional akan diuraikan sebagai berikut:
1. 	Pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi dengan turut mempertimbangkan manfaat social yang akan diperoleh masyarakat seperti misalnya pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas public, dan pembangunan proyek-proyek strategis nasional, yang selama beberapa decade lalu terpusat di Pulau Jawa, sekarang telah mencapai daerah-daerah yang jauh dari pusat. Harga BBM nonsubsidi ini pun berlaku sama bahkan sampai ke Papua, sebuah provinsi yang sebelumnya harga BBM-nya sangat tinggi karena harus memperhitungkan biaya pengangkutan. 
2.	Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini juga dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia yang tidak steril dari situasi geo politik dan politik global, dan ICP. Sehingga dengan kenaikan harga minyak mentah ini, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap postur anggaran agar tidak memberatkan APBN. Maka hal yang paling rasional untuk dilakukan adalah dengan menaikkan harga BBM nonsubsidi. Sedangkan BBM bersubsidi harganya tetap untuk meminimalkan risiko social di masyarakat.
Meskipun demikian, dalam tataran kehidupan praktis, variabel-variabel dalam pembahasan di atas, tidak diketahui secara pasti mengenai ketercukupan (sufficient) informasi yang dimiliki oleh para pengambil kebijakan dan bagaimana proses bargaining atas alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia sebelum kebijakan tersebut disepakati untuk diimplementasikan. Namun secara normative, paradigma rasional ini dianggap cukup memadai sebagai model untuk menilai pengambilan kebijakan mengenai kenaikan harga BBM nonsubsidi ini.

2.	Paradigma Institusionalisme
Paradigma ini adalah paradigma tradisional dalam pembuatan kebijakan yang berfokus pada struktur organisasi pemerintah. Kegiatan-kegiatan politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah yaitu Lembaga legistalif, eksekutif, dan yudikatif pada pemerintahan pusat (nasional), regional, dan local.
Kebijakan public dirumuskan dan diimplementasikan oleh lembaga-lembaga pemerintahan tersebut. Terdapat hubungan yang kuat sekali antara kebijakan public dengan lembaga-lembaga pemerintah. Suatu keputusan dari pemilihan alternatif pemecahan masalah tidak dapat menjadi kebijakan public tanpa keputusan tersebut dapat dirumuskan, disahkan, dan dilaksanakan terlebih dahulu oleh Lembaga pemerintahan. 
Menurut Thomas R. Dye, alasan terjadinya hubungan yang kuat sekali antara kebijakan public dengan lembaga-lembaga pemerintahan, karena lembaga-lembaga pemerintahan tersebut memp unyai tiga (3) kewenangan yang tidak dimiliki lembaga-lembaga lain di luar lembaga pemerintahan, yaitu
1.	Lembaga pemerintahan berwenang memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap kebijakan public.
2. 	Lembaga pemerintahan mempunyai kewenangan untuk memberi sifat universal kepada kebijakan public.
3. 	Hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan public pada anggota masyarakat, sehingga ia dapat memberikan sanksi kepada mereka yang melanggarnya. 
Untuk konteks kebijakan menaikkan harga BBM, proses formulasi kebijakan yang dalam perumusannya itu terdapat aktor mulai dari eksekutif, legislative, yudikatif dan aktor-aktor tidak resmi lainnya seperti kelompok kepentingan, partai politik, warga negara individu. Proses formulasi kebijakan sampai dengan kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan adalah secara resmi (official) merupakan wilayah dari lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai privilege sebagaimana telah diungkapkan oleh Thomas R. Dye di atas:
1.	Kebijakan menaikkan harga BBM nonsubsidi ini disahkan oleh Pemerintah bersama dengan DPR.
2.	Dengan pengesahan kebijakan tersebut, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi di seluruh wilayah NKRI.
3.	Pemerintah dengan perangkat yang dimilikinya dapat memaksakan warga negara untuk mematuhi kebijakan ini, bahkan termasuk kebijakan bagi kendaraan dinas agar tidak menggunakan BBM bersubsidi.
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Harga BBM di Provinsi Lampung


Harga (Rp)	Agu-23	Pertalite	Bio solar	Pertamax	Pertamax turbo	Dexlite	Pertamina dex	01.00	02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	10000	6800	12800	14750	14250	14650	Harga (Rp)	Sep-23	Pertalite	Bio solar	Pertamax	Pertamax turbo	Dexlite	Pertamina dex	01.00	02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	10000	6800	14200	14600	18350	18950	
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